BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 2% TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

k

BUPATI BANYUMAS,

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana
Desa (ADD) telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Banyumas;

. bahwa dengan adanya kenaikan tunjangan jabatan Kepala

Desa dan Perangkat Desa maka pengeluaran rutin yang
diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu diubah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Banyumas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

\%



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4483);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun
2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana
telah diiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun
2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E)

\f :



Menetapkan

10,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011

Nomor 10 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun
2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri E);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuma
(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor
13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2014
PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
BANYUMAS.

Pasal |

Ketentuan angka 1 bab VIII lampiran [ a Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13

Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengatutran Kebijakan Dan Pelaksanaan

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2014 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pos Pengeluaran Rutin Alokasi Dana Desa.

Pengeluaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maksimal 30 % dari

Alokasi Dana Desa yang diterima desa setelah dikurangi Pos Tunjangan

Jabatan, yang selanjutnya digunakan untuk :

a. Pengeluaran rutin Pemerintahan Desa adalah :

a. Belanja barang pakai habis yaitu belanja ATK, belanja cetak, belanja

minum pegawai/aparat, belanja makan dan minum rapat.

b. Belanja Pemeliharaan Kantor yaitu Pemeliharaan perlengkapan

computer, pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung.

AN ;



c. Belanja Perjalanan dinas yaitu Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 0 MAR 2014

BUPATI BANYUMAS,

o

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal ..... (0. MAR 2014 il
SEKRETARIS RAH KABUPATEN BANYUMAS
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